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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang keberadaan pengusalaa ddunia politik
praktis di Sumatera Barat. Banyak pertanyaan yanmgcol di tengah-tengah
masyarakat, seperti kenapa Asli Chaidir, DjonimaeiB Leonardy dan banyak
lainnya yang memiliki latar belakang pengusaha bisenjadi ketua partai.
Apakah mereka memiliki kapasitas sebagai pemingiay karena kekayaan yang
dimilikinya membuat mereka bisa membeli suara dglamilihan ketua partai.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kebaraggengusaha dalam
dunia politik sejak masa reformasi. Gejala ini sarasemakin kuat, ditandai
dengan banyak pengusaha yang terlibat dalam pdiibkdisi ini didukung pula
dengan semakin terbukanya kesempatan dengan jpatth yang banyak.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metodditatié Hal pokok dari
metode ini adalah wawancara mendalam dengan inforyaag akan diteliti.
Beberapa anggota dewan yang diteliti terutama bkrdari latar belakang
pengusaha seperti Djonimar Boer, Syukriadi SyuBumyirpen Suib. Periodesasi
yang kontemporer dari skripsi ini, mengharuskanepgan lapangan dilakukan
dengan observasi lapangan. Hal ini dilakukan derggmangkaian wawancara
yang mendalam terhadap pokok permasalahan yanigj diteususnya wawancara
dengan politisi yang berasal dari pengusaha. Séairstudi kepustakaan juga
menjadi bagian penting dari penelitian skripsi ini.

Hubungan Pengusaha dengan dunia politik bukanlahasehal yang baru
dan pertama kali terjadi di Indonesia. Hal ini dutt@rlangsung sejak Orde Lama
hingga saat sekarang ini. Tidak hanya di pusatuigdn antara pengusaha
dengan dunia politik juga merambah sampai ke dadmehah, termasuk di
Sumatera Barat. Semenjak Orde Baru berkuasa, paEmgutelah mewarnai
kehidupan politik di Sumatera Barat. Pengusaha yaiaypada waktu itu lebih
banyak berada dalam Partai Golkar, kalaupun adg pangabung dalam partai
lain, mereka kebanyakan tidak berani “menampakakainpada saat itu.

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, pengusaha gdagdi Sumatera
Barat tidak hanya berada dalam tubuh Partai Gdlega, tetapi juga mengisi
struktur kepengurusan partai-partai politik yang.laVlahalnya ongkos sistem
pemilihan langsung dan besarnya dana yang dibutuhkduk menjalankan
kepengurusan partai, membuat partai tidak bisa fikamakehadiran pengusaha
tersebut. Keberadaan mereka dalam suatu partdikp&kmudian mewarnai
dinamika politik di daerah Sumatera Barat, baikadalpemilu maupun dalam
pemilihan kepala daerah. Latar belakang masuknygysaha untuk terjun ke
dalam dunia politik di Sumatera Barat dapat dilidati profil singkat beberapa
pengusaha yang mengisi jabatan dalam struktur kepesan partai dan menjadi
anggota legislatif di DPRD Sumatera Barat. Dariagam kemudian dapat diambil
kesimpulan, bahwa pengusaha yang terjun ke kanckiik pdi Sumatera Barat
dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, vyaitu untuk mgelematkan dan
mengembangkan kepentingan bisnis mereka.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politkrdah hal yang baru
dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah menc kerjasama antara
pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah ragifigin kebijakan yang di
antaranya adalah dorongan atas pertumbuhan duatia psibumi yang tercermin
dalam kebijakan Ali Baba atau Baba Ali pada tah@80tan’ Yahya Muhaimin
menyebutnya sebag@ilient Businessmemimana pengusaha-pengusaha bekerja

dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasemerintahaf.

Para pengusaha mempunyatron dalam kelompok kekuasaan politik-
birokrasi dan mereka sangat tergantung kepada &omse monopoli yang
diberikan oleh pemerintah. Mereka lahir di luarrap®irokrasi dan biasanya juga
masih termasuk ke dalam keluarga elit yang sed@nkubsa. Arief Budiman
menyebut pola hubungan ini sebagai sebuah haspedkembangan "kapitalisme
semu” yaitu adanya campur tangan pemerintah yargluebanyak sehingga
mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuaid disaha Indonesia
menjadi tidak dinamis. Kondisi ini semakin dipenkioleh perkembangan dunia

usaha Indonesia yang tidak didasarkan pada perkegabateknologi yang

! Yahya MuhaiminBisnis dan PolitiKJakarta: LP3S, 1991), him. 152.
%bid., him. 7.
% Ibid., him. 8.



memadai, akibatnya tidak terjadi industrilisasi zanandiri? Ikatan patron dan
client ini semakin kuat dengan bergabungnya para pengusakebut dalam
partai berkuasa, terutama pada masa rezim Orde. Pada umumnya para
pengusaha itu bergabung dalam partai Golongan K&gkkar) yang merupakan
partai pemerintah dan berku&s&iti Hardianti Rukmana, Aburizal Bakrie, Jusuf
Kalla adalah beberapa nama yang tergabung dalami pang berlambang pohon

beringin tersebut.

Pasca tumbangnya Rezim Orde Baru, sistem politlioriesia mengalami
perubahan. Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 1998embuat Indonesia mulai
menerapkan sistim multi partai. Sistim ini telahna@rong tumbuhnya partai-
partai di luar partai yang telah ada sebelumnyarsdpartai Demokrasi Indonesia
(PDI), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan)(HBRlapat 48 partai yang
bersaing dalam perebutan kekuasaan pada pemily dB@8taranya Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan Partai AataNasional (PAN). Sistim
multi partai ini juga mengharuskan setiap partaukimmenghidupi diri sendiri.
Kekuatan finasial partai menjadi salah satu pendwetkuatan partai bersaing
memperebutkan kekuasaan di parlemen yang selapjubgrdampak pada
"bargaining bagi penempatan orang-orang partai di legisl&dlah satu akses

bagi kekuatan finansial itu didapatkan dari pamagpsahd.

* Yoshihara KunioKapitalisme Semu Asia Tenggdiiakarta: LP3S, 1991), him. Xiv.
> Aries Kelana dan Rohmat Haryadi, Yang Makmur Di Pentas Politik (www.gatra.com/22

januari 2002), diunduh dari (www.gatra.com/17 februari 2010).

® Kutipan Penjelasan Undang-Undang Republik Indenbisimor 31 Tahun 200@junduh
dari (vwww.tempointeraktif.com/26 maret 2004anggal 15 Juni 2010.
" Aries Kelanapp. cit, him.1.




Sistim multipartai ini telah membuka peluang yaaggat luas bagi para
pengusaha untuk terjun dan berkiprah di duniaigoBudayapatron dan client
yang telah terbentuk membuat pengusaha dan pdalitiiencari jalan untuk saling
mendukung pada pengusaaan atas politik dan dumibau¥eterlibatan para
pengusaha pada partai politik tidak lagi terkonsesntpada satu partai saja tetapi
menyebar pada banyak partai lainnya. Contohnyard®artai Amanat Nasional,
Soetrisno Bachir dan Zulkifli Hasan yang menjabetbagai Ketua Umum dan
Sekretaris Jendral. Soetrisno berasal dari Pekaiordpn berlatar belakang
pengusaha batik dan Zulkifli Hasan merupakan peatgussal Lampung. Dalam
jajaran kepemimpinan Partai PDI-Perjuangan, jabeBakjen diduduki oleh

Pramono Anung yang merupakan pengusaha pertamb&ngan

Trend pengusaha menduduki jabatan-jabatan strategisndadaitai politik
tidak hanya pada tingkat nasional saja, tetapiltsud@rambah ke daerah-daerah.
Salah satu daerah tersebut adalah Sumatera Basata-Nama seperti Asli
Chaidir, Djonimar Boer, Leonardy Harmainy dan Amiddar adalah politikus
yang mempunyai latar belakang sebagai pengu3abadini juga didorong oleh
pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor &2urim 1999 yang
memberi ruang yang luas bagi hubungan timbal balitara kepentingan

pengusaha dan penguasa di dadrah.

Untuk kasus Sumatera Barat, Israr Iskandar menkabuiahwa pengusaha

di daerah ini membangun akses ke sumber kekuagaantexjun langsung ke

8bid.
°Kutipan Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 9,198iunduh dari
(http://www.unisosdem.org/otonomi/uu22-penjelasan/ho mei 2010), tanggal 15 Juni 2010.




dalam aktivitas politik untuk kepentingan bisnisred@’® Bukan hal yang aneh
jika banyak proyek pembangunan dikerjakan oleh psaiga yang memiliki akses

pada sumber kekuasaan baik politik maupun ekofnbmi.

Ada beberapa buah buku dan artikel yang membah@sahk para
pengusaha di dunia politik Indonesia, di antaraag@ah Bisnis Dan Politik yang
ditulis oleh Yahya Muhaimin. Buku ini menjelaskaentang "perselingkuhan”
antara penguasa dengan pengusaha sebagai dampak pelaksanaan
kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh penadram Indonesia dari awal

kemerdekaan sampai masa Orde Baru.

Untuk kasus Sumatera Barat dibicarakan dalam buliki.ékal Pemerintah
dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menurin-OffPT Semen Padang dari PT
Semen Gresik Tbk (1999-2003) yang ditulis oleh risiskandar. Buku ini
menjelaskan adanya tarik-menarik kepentingan apemgerintah lokal dalam hal
ini Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintalat Pdesn modal asing
menyangkut masalapin-off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik. Israr juga
memaparkan begitu kompleksnya permasalahan yajaglitéetika gerakaspin-
off ini mulai diperjuangkan. Kondisi ini semakin diparah ketika elit-elit lokal
yang berjuang atas nama kepentingan daerah, jugahk&rmain” dalam rangka

menyelamatkan kepentingan bisnis mer€ka.

Yysrar IskandarElit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakdenuntut Spin-
Off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik Thk-2003(Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2007),
him. 39.

bid., him. 39.

12 yahya Muhaiminpp. cit.

13 |srar Iskandarop. cit.



Tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang membahliastang kiprah para
pengusaha di dunia politik khususnya di daerah $nameBarat belum begitu
banyak. Kalau pun ada, tulisan-tulisan tersebuyadierupa artikel yang dimuat
di media massa lokal dan nasional. Contohnya, ogamig ditulis oleh Pangi
Syarwi di salah satu media lokal Sumatera Baragybaerjudul Rekam Jejak
Pilkada di Indonesia. Tulisan tersebut menjelaskahwa pemilihan langsung
kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatéktterlepas dari politik
"dagang sapi” dan sarat dengamoney politics. Pemilihan langsung yang
diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang mempukgpasitas dan
kapabilitas serta dapat melaksanakan amanah rpisgai semakin menyuburkan

praktek KKN di daerafi?!

Tema ini menarik didalami lebih jauh karena beluda &ajian tentang
pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia polit&udnatera Barat. Penelitian
ini nantinya akan mendeskripsikan tentang lataakselg yang mempengaruhi
para pengusaha tersebut untuk terjun ke duniaikpoKiarakteristik dan gaya
kepemimpinan politikus yang berasal dari kalangamgpsaha serta peranan
pengusaha dalam memajukan partai politik secarsushmaupun memajukan
daerah secara umum. Untuk mencapai harapan tersebk& penulisan skripsi
ini diberi judul “Keterlibatan Pengusaha dalam RuRiolitik di Sumatera Barat

Tahun 1999-2009".

14 pangi SyarwiJejak Rekam Pilkada di Indonesiimuat dalam Surat Kabar Singgalang,
28 Januari 2008.



B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulisan ini berjudul “Keterlibatan Pengusaha malunia Politik di
Sumatera Barat Tahun 1999-2009”, guna melihat lKes¢an pengusaha dalam
perpolitikan di Sumatera Barat serta motivasi atimng melatarbelakangi
pengusaha terjun ke dunia politik. Batasan temppeaklitian mencakup tahun
1999 sampai tahun 2009. Tahun 1999 dipilih sebbag@isan awal dari penelitian
karena pada tahun ini dilaksanakan pemilu pertaasagruntuhnya Orde Baru di

bawah kekuasaan Soeharto.

Runtuhnya rezim Orde Baru membuat demokrasi diriedia jauh lebih
baik. Hal ini kemudian dapat dilihat ketika padana 1999, Indonesia kembali
menerapkan sistim multi partai serta adanya lamargggi PNS untuk terjun
langsung ke dunia politik dan penghapusan dwi fur®BRI. Kondisi ini
kemudian membuka peluang bagi para pengusaha terjuk dan berkiprah di

dunia politik secara terang-terangan.

Sedangkan tahun 2009 dipilih guna melihat perubatasauny terjadi dalam
kurun waktu 10 tahun pasca pemilu 1999. Pada tatiyjunga sistem pelaksanaan
pemilu mengalami perubahan yang secara tidak laggsuempengaruhi hasil
pemilu. Konstentan yang memenangi pemilu adalalsteotan yang mempunyai
dana yang cukup besar di samping mempunyai strategg bagus untuk
memenangi pemilu. Penulis juga melihat dalam retahon 1999-2009, struktur
kepengurusan beberapa partai politik diduduki ok&langan pengusaha di

Sumatera Barat.



Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisagiapat dirumuskan

melalui pertanyaan berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi para pengusaha yaagdadumatera
Barat untuk terjun ke dunia politik pada masa Refsi ?
2. Bagaimanakah situasi ekonomi dan politik SumatessaBpada masa

Orde Baru?
3. Bagaimanakah situasi ekonomi dan politik SumatesaaBpada masa

Reformasi sehingga pengusaha berminat untuk tegutunia politik?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang diajukan, maka paneliiti bertujuan

untuk mengetahui :

1. Latar belakang yang mempengaruhi para pengusatuk ikut aktif dalam

perpolitikan di Sumatera Barat
2. Situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat padaa Orde Baru

3. Situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat padesa Reformasi sehingga

pengusaha berminat terjun ke dunia politik



D. Kerangka Analisis

Tulisan yang berjudul “Keterlibatan Pengusaha daluomia Politik Di
Sumatera Barat Tahun 1999-2009” ini merupakan kagajarah lokal yang
ditujukan untuk melihat struktur dan proses tinsaktau interaksi manusia yang
terjadi dalam kontek sosio-kultural di masa lamgan dapat diungkapkan secara
holistik dalam berbagai pendekatan seperti pendekpolitik ataupun ekonomi
yang terjadi pada suatu lokalitas tertefftuBatasan tentang lokalitas ini
ditegaskan oleh Taufik Abdullah sebagai "sejarahi daatu tempat”, yang
batasannya ditentukan oleh penulis sesuai dengateks peristiwa di masa

lalu.t®

Konteks peristiwa masa lalu dalam tulisan ini memgikan pendekatan
politik untuk melihat gejala-gejala yang ada di gaaakat, seperti pengaruh dan
kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputudan kebijakan, konflik dan
konsensus, rekruitmen dan prilaku kepemimpinan,seakn pemilih, budaya

politik serta sosialisasi politi¥.

Keterlibatan pengusaha dalam dunia politik sebegmatukanlah sesuatu
yang baru dalam perjalanan sejarah Indonesiapé&tijusaha di Indonesia kadang
berfungsi sebagai penguasa. Pemerintahan maupatokepada waktu dulu
sesungguhnya sangat akrab bersentuhan denganudatia, sehingga di antara

keduanya ibarat sekeping mata uang saja. Satadath penguasa dan pada sisi

15| ihat Hecht, J.Jean,International Encyclopedia of the Social Sciend€§8)

1 Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di IndonesigYogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2005), him.15.

" Kuntowijjoyo, Metodologi SejaralfYogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), him.173.



lain adalah pengusaha. Hubungan yang begitu etataadunia usaha dengan
kekuasaan menjadikan kelompok ini sebagai kelasengah yang mandiri dan
faktor perubahan tidak dapat diharapkan, karenakaeberada dalam kelompok
yang sama. Ketidakmandirian dunia usaha di Indanesipat dilihat dalam
sejarah ekonomi Indonesia. Kekuasaan para pejab&tdsi mempermudah para
pengusaha mendapatkan surat istimewa kédiabeletjeyang digunakan untuk
memperoleh lisensi dari pemerintah. Hal itu menipatkan hubungan timbal

balik antara penguasa dengan pengusaha.

Yoshihara Kunio dalam bukunya yang berjudfapitalisme Semu di Asia
Tenggaraberpendapat, bahwa kedua kelompok itu (pengusahapenguasa)
memiliki ketergantungan satu sama lain. Para perigugdi Indonesia tidak
mandiri dan takut bersaing dengan kompetitornygpdaadanya bantuan dari
pemerintah. Kunio juga menambahkan, para pengusaisabut kebanyakan
hanyalah pemburu rente yang mencari keuntungan @aoyek-proyek

pemerintah®

Kondisi demikian menyebabkan kapitalisme yang batk@ng di Indonesia
hanya bersifat semu dan tidak mengacu pada pekegabakapitalisme murni
yang terjadi di negara-negara lain. Jepang misalpgea kapitalis di sana lebih
banyak melakukan inovasi dan adanya persaingan tgalhgka antara satu sama
lain. Berbeda dengan Indonesia, perkembangan kapitagian besar terbatas di

sektor tersier dan dikuasai oleh modal asing, @aemat China. Meskipun hal ini

18 Yahya Muhaiminpp. cit.
19 Yoshihara Kuniopp. cit.



tidak begitu tepat, di bawah berbagai kebijakan gr@rtah yang mendorong
kewirausahaan bumi putera, namun para kapitali;me&Chasih tetap dominan

memegang kendali yang sesungguhnya atas perkenmbeagitalisme°

Jika pada masa pemerintahan Sukarno, politik deymggbagai panglima
karena kegiatan politik lebih penting ketimbang i&tgn ekonomi. Pada Orde
Baru, jargon atau istilah tersebut kemudian digae&mgan “ekonomi sebagai
panglima”. Hal ini disebabkan karena pemerintah eOBlaru menganggap
perkembangan politik pada masa Orde Lama telah efakan kehancuran di
bidang ekonomi, maka kegiatan politik direduksi @&oenomi mulai mengalami
perkembangan yang cukup signifikan dan “pembandumaenjadi kosakata

resmi dari pemerintahan Orde B&tu.

Pemerintahan Orde Baru diwarnai oleh tiga fenomgaag menarik.
Pertama, adanya kerjasama antara pimpinan milegah pengusaha keturunan
China. Kedua, kompetisi antara pengusaha ketur@tana dengan pengusaha
pribumi dan yang ketiga, perusahaan-perusahaarranggag berada di bawah
pengaruh dan kontrol militer. Dalam upaya meninkgatkesejahteraan ekonomi,
para pimpinan militer melakukan kerjasama dengarmgpsaha keturunan China.
Beberapa Jendral memiliki perusahaan pribadi, damaerusahaan tersebut
dimodali oleh pengusaha-pengusaha keturunan Chidak hanya itu, militer

juga memiliki peranan yang sangat penting dalanarigdekonomi. Contohnya

20 i
Ibid.
2L Aria W. Yudhistira Kapitalisme Semu: Penguasa Dan Pengusaha Di Indaneisnuat
dalam Harian Seputar Indonesia, 5 Agustus 2010.



dalam hal pemberian lisensi, keputusan tentang egsrogtan memberikan

persetujuan terhadap perjanjian-perjanjian yangatibleh para birokrat.

Melihat kondisi tersebut, jargon “politik sebagaanglima” yang selalu
dikampanyekan pada masa Orde Lama tetap dipakamndagntuk lain pada masa
pemerintahan Suharto. Kekuatan politik tetap mengdnber utama dalam
rangka mencari keuntungan ekonomi dan pengusaahestsumber ekonomi di
Indonesia. Keadaan yang terjadi tersebut tentunydahmkan pengusaha-
pengusaha yang tidak mandiri karena mereka bersipgemgan dukungan dan
berada di bawah proteksi berbagai jaringan kekuaspemerintah. Para
pengusaha tersebut mempunyai patron dalam kelonkebkiasaan politik-
birokrasi dan sangat tergantung kepada konsesndaopoli yang diberikan oleh

pemerintatf

Jika kondisi yang terjadi seperti itu, sangat sufiengharapkan para
pengusaha menjadi kelas menengah yang mandiri @éajadi kekuatan politik
alternatif. Alasan utamanya adalah kelompok meneid@u pengusaha yang ada
merupakan perpanjangan tangan dari penguasa, gahimgreka tidak bisa
melakukan kritik ataupun oposisi, karena merekayalah klien dari sebuah
patron yaitu penguasa. Artinya, politisi dan permias menjadi kekuatan untuk

pembenaran dari setiap kebijakan yang dibuat aéelypasa?

2 Irwan Setiawaniorupsi Dalam Dimensi Sejarafwww.keretaunto.blogspot.com/11
Desember 2009diunduh dariww.keretaunto.blogspot.comanggal 11 Agustus 2011.
% Yahya Muhaiminpp. cit.

* Ibid.



Peristiwva masa lalu dalam pendekatan politik yaegdak dilihat adalah
bagaimana aktivitas pengusaha dalam mencapai lakuagolitik dan
memberikan pengaruh kebijakan politik di tingkadtdb Lokalitas yang dimaksud

sesuai dengan konteks peristiwa yaitu wilayah gdesgBSumatera Barat.

Bagan 1. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah Dairokrasi Pada
Masa Orde Baru

Partai Pemerintah

Pengusaha Proyek pemerintah

/ \
\ /

Birokrat

Bagan 2. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah, Pai Politik Dan
Birokrasi Pada Masa Reformasi

/ Partai Pemerintah
Partai Politik

Provek pemerintah

Birokrat




Bagan 3. Hubungan Politisi, Partai Politik, Birokrasi Dan Pengusaha
Pada Masa Reformasi

Partai Politik

Politisi

Proyek

\4

/ \ Pengusaha

Birokrat

Pengusaha yang ada pada masa Orde Baru lebih bbesadiiasi dengan
partai pemerintah. Hubungan keduanya kemudian diykoleh kekuatan
birokrasi sehingga mempermudah pengusaha mendapaikaes langsung
terhadap pengerjaan proyek-proyek pemerintah. iRbkemudian berlanjut pada
masa Reformasi, bedanya para pengusaha banyaksnsingktur kepengurusan

partai-partai politik selain partai pemerintah. ®adiasa Reformasi juga

ditemukan beberapa kasus yang menarik, yaitu moypayengusaha-pengusaha

dadakan. Pengusaha ini lahir karena memanfaatkataja dan pengaruhnya serta

mampu melihat peluang dari situasi ekonomi dantigofiang terjadi pada saat

mereka berkuasa.

E. Metode Penelitian

Metode sejarah yang dipakai dalam penelitian inrtupgan untuk
memperoleh hasil rekonstruksi masa lampau secst@nstis dan objektif serta

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Me&jdeak dapat dibagi dalam




empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interprétasn historiograff> Lebih jauh,

Louis Gottschalk menjelaskan bahwa metode sejadlatala proses menguji dan
menganalisis secara kritis peninggalan masa lanienbeda dengan Gottschalk,
Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa, metode lsegaa prosedur daripada
kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa larbpdasarkan jejak-jejak yang

ditinggalkan oleh masa lamp&u.

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metofake Heuristik
secara singkat dapat diartikan sebagai tahapamdakncari dan mengumpulkan
sumber-sumber atau informasi tentang masa lampamb&-sumber dari
penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalamgde informan. Informan
yang diwawancari berasal dari anggota DPRD di Surghag mempunyai latar
belakang pengusaha. Rumusan pertanyaan menjadilslagang sangat penting
supaya menghasilkan data yang objektif dan mendd&irsetiap informan yang

diwawancarai.

Selain dari wawancara, studi kepustakaan juga memfjagian penting
dalam penelitian ini. Studi kepustakaan bertujuartuki menghimpun dan
mengumpulkan data-data primer dan data sekundey jenkait dengan tema
penelitian. Data-data tersebut berasal dari klipkagan, makalah-makalah,

dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan deoigjak penelitian.

% Louis GottschalkMengerti Sejaral{ Jakarta: Ul Press, 1975), him. 50.
% pendapat Nugroho Notosusanto dikutip oleh E. Kp&fih jauh lihatMetode Sejarah;
Asas dan Prose@andung: UNPAD Press, 1983), him. 32.



Tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik sunblagt sumber tertulis
maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjash,dyaitu kritik ekstern dan
intern. Kritik intern merupakan proses penyeleksdata dengan menyelidiki
kredibilitas sumber atau informasi agar bisa dipgac, sedangkan kritik ekstern

menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian surhber

Kritik dari sumber ini bertujuan untuk mendapatkasvalidan dari setiap
data yang ditemukan di lapangan. Dari semua ddta-gang diperoleh, lalu
diinterpretasikan, kemudian dijelaskan dengan nrerfuzbungan sebab-akibat
(kausalitas® untuk mendapatkan suatu benang merah antara esistiva

dengan peristiwa lainnya dari kasus yang diteliti.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. #isatlata dilakukan
terhadap data primer maupun sekunder yang teladralgh. Setelah itu, yang
harus dilakukan adalah melihat “benang merah” atata yang telah ada,
kemudian dituliskan dalam bentuk karya ilmiah (s&i sehingga didapatkan
sebuah gambaran tentang keterlibatan pengusahan ahlaia politik pada era

reformasi di Sumatera Barat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari limbab. Bab pertama

membahas tentang pendahuluan yang berisi latakdrmgjamasalah, rumusan

27 Kuntowijoyo, Pengantar llmu SejaratlYogyakarta: Benteng Budaya, 1995), him 95.
% Louis Gottschalkop. cit



masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, deefmenelitian dan sistematika

penulisan.

Bab Il menggambarkan suasana Sumatera Barat sebRBleformasi.
Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga sub paldama transformasi politik
Sumatera Barat menuju Orde Baru. Kedua, membatmaante perkembangan
politik di Sumatera Barat masa Orde Baru, dan yketgga membahas tentang

dunia usaha di Sumatera Barat.

Bab Ill membahas tentang pengusaha dan politikudneera Barat pada
masa reformasi. Sama halnya dengan bab Il, peméyaldgelam bab Il juga
terdiri dari tiga sub bab. Pertama, pembahasan ememgkondisi ekonomi
Sumatera Barat pada era Reformasi. Kedua, memhahtmg kondisi politik
Sumatera Barat pada era Reformasi, dan sub babaketembahas tentang

pengusaha dalam dunia politik di Sumatera Barat.

Bab IV membahas tentang profil singkat beberapagp@engusaha yang
aktif dalam dunia politik di Sumatera Barat. Darofd singkat pengusaha
tersebut, akan dapat dilihat latar belakang ketdadypengusaha itu sebelum dan
sesudah masuk ke dalam dunia politik. Selain itwtifmyang mendasari

pengusaha untuk terjun ke dunia politik dapat dtljpula secara jelas.

Bab V merupakan bab yang terakhir dalam penuli&aipss ini. Bab ini
berisi kesimpulan yang merupakan gambaran secatamutentang hasil dari

penemuan-penemuan penelitian yang telah diuraimdbab-bab sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN

Persentuhan pengusaha dengan dunia politik sudgditsejak zaman
Orde Lama hingga berlanjut sampai sekarang. Beheregbijakan telah
diterapkan oleh penguasa untuk membuat pengusalmaahesia menjadi lebih
mandiri, tangguh serta mampu memajukan perekonorimadonesia. Dalam
kenyataannya yang terjadi justru semakin menyulbupgaaktek korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN). Tidak hanya itu, perselingkulaatara penguasa dengan
pengusaha semakin memperburuk kondisi ekonomi digrkpi Indonesia.

Hubungan antara pengusaha dengan dunia politik tidaya terjadi di
pusat saja, tetapi juga telah merambah ke berlugaah di Indonesia, termasuk
di Sumatera Barat. Semenjak Orde Baru berkuasagupaha-pengusaha di
Sumatera Barat juga memainkan peranan yang cukuptinge dalam
perkembangan ekonomi maupun politik lokal di Sumzatarat. Pada masa ini
para pengusaha lebih banyak bercokol di dalam tyautai Golkar. Kalaupun
ada di partai lain, kebanyakan dari mereka tidakfiémenampakan muka” pada
masa itu. Ketakutan akan matinya usaha yang tetattisl menjadi alasan yang
kuat mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pemgysang ada di Sumatera
Barat pada masa Orde Baru lebih banyak tergabundakem organisasi dan
asosiasi pengusaha yang didirikan pada masa itertsd0ADIN, GAPENSI,
APINDO. Tujuannya jelas, yakni mendapatkan proyekypk dari pemerintah

daerah dan berafiliasi kepada partai politik yaegkbasa pada waktu itu. Tidak



mengherankan apabila pengurus organisasi dan sisésiaebut juga menjadi
pengurus teras partai Golkar di Sumatera Barat.

Setelah rezim Orde Baru runtuh, arus pengusah& ustjun ke dunia
politik praktis semakin besar. Jika pada masa @al® pengusaha lebih banyak
menumpuk di partai Golkar, pada masa reformasi ymatta lebih bebas dalam
menentukan partai yang akan dimasukinya. Apalaggae diterapkannya sistem
multi partai yang berlaku sejak reformasi, sangahguntungkan bagi kalangan
pengusaha. Dengan munculnya berpuluh-puluh parééanpeluang pengusaha
untuk masuk dalam dunia politik semakin terbukaatetBesarnya ruang bagi
kelompok pengusaha dalam dunia politik makin mebmsar peluang para
pengusaha menduduki posisi-posisi strategis dalamepntahan, baik pada
lembaga legislatif maupun eksekutif. Mulai dari goig DPRD hingga jabatan
sebagai bupati, walikota hingga gubernur.

Sistem pemilihan langsung yang mulai diterapkamap@emilu 2004 serta
pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005, menimieadiran pengusaha
semakin dibutuhkan oleh partai politik. Mahalnyaykwos pemilihan langsung dan
besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk merkata kepengurusan partai
semakin menguatkan peranan pengusaha di tubuh. pamtak daerah Sumatera
Barat, keberadaan pengusaha memberikan warna #éamddinamika politik
yang terjadi di daerah ini. Banyaknya pengusaha yaencalonkan diri menjadi
anggota legislatif maupun eksekutif membuktikan veahproses dinamika

tersebut telah terjadi di Sumatera Barat.



Keberadaan pengusaha tentunya memberikan konsekuensadap
perkembangan ekonomi maupun politik di SumateratBaada masa reformasi.
Dalam bidang ekonomi, kecenderungan pengusaha umémdapatkan proyek-
proyek dari pemerintah tetap saja terjadi. Pembaargunfrastruktur di Sumatera
Barat maupun pengadaan barang-barang kebutuhanripethedaerah adalah
contoh yang nyata dan biasanya tender tersebudami@n oleh pengusaha yang
mempunyai akses langsung ke penguasa. Dalam bigalitk, adanya usaha
untuk memperkaya diri sendiri melalui politik angga APBD serta adanya
“perselingkuhan” antara anggota dewan dengan petabri daerah dalam
membuat kebijakan yang menguntungkan diri mereksilmsaja terjadi pada era
reformasi ini. Bahkan, yang lebih parahnya ada gebapolitisi yang beralih
menjadi pengusaha di Sumatera Barat. Politisiipplitersebut disinyalir
menggunakan pengaruh politik serta memanfaatkaatgabyang didudukinya
untuk menjadi pengusaha. Dengan kekuatan dan péngabatannya, politisi
tersebut dapat dengan mudah memulai dan menjalasikaiu bisnis baru di
Sumatera Barat.

Sistem pemilihan langsung dan perilaku politik naagsng bergantung pada
politik uang (oneypolitics) menyebabkan biaya politik para politisi semakin
besar. Besarnya biaya dan modal politik itu berpeniy pada sikap dan perilaku
politik penguasa. Mereka cenderung berfikir baga@anearanya mengembalikan
modal politik yang sebelumnya telah terpakai dapemilu. Atas alasan itu maka
tidak ada cara lain kecuali mencari celah untuk dapatkan proyek-proyek

pemerintah daerah. Selain itu, setelah merekaliterpubungan mereka dengan



rakyat pun terputus. Ini terjadi karena merekahteteenganggap bahwa suara
rakyat telah “dibeli” sehingga tidak ada lagi kefpegan untuk memperjuangkan
aspirasi dan suara rakyat. Ketika suara telah idibeka tidak ada hubungan

ideologis antara rakyat dengan penguasa.
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